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PUTUSAN

Nomor 1087/Pdt.G/2023/PA.Tsm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, lahir di Tasikmalaya, 04 Februari 1987, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal
di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Penggugat;
MELAWAN
Tergugat, lahir di Tasikmalaya, 11 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Cihanjuang,
RT. 002, RW. 002, Desa Sinagar, -, Kabupaten
Tasikmalaya, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugatdan saksi-saksi di muka

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 16

Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tasikmalaya dibawah Nomor 1087/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 29 Maret 2023,

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada hari Jumr’at tanggal 22 Juli 2005 sebagaimana
ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama -,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Nomor: - tertanggal 22
Juli 2005. Pada saat itu Penggugat berusia 18 (delapan belas) tahun
dan Tergugat berusia 30 (tiga puluh) tahun;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah
merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana
layaknya suami istri (ba’da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di
-, Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini telah berjalan kurang
lebih 18 (delapan belas ) tahun lamanya;

3. rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis,
namun kurang lebih sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat
mulai goyah, karena Tergugat tidak mampu/kurang memberi nafkah
wajib sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada Desember 2020, Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman ke rumah orang tua di
, -, Kabupaten Tasikmalaya . Sejak saat itu sampai dengan
sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak
pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah
rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil
lalu sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan
berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat
berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir
dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga
dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya
daripada maslahat-nya;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar Perkara dan telah
melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Sukaratu
dengan Nomor: - atas nama Penggugat Ditanda tangani -;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cqg. Yth. Majelis
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Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas |.A
berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang
seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sabh,
padahal dirinya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai berita acara
relaas panggilan tanggal 31 Maret 2023 dan 06 April 2023 dan tidak hadirannya
itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a
quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugatyang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Nomor: -
tertanggal 22 Juli 2005;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksinya, yaitu :

1. Saksi | (tetangga Penggugat) dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :
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= Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan akhir tahun 2019
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
= Bahwa saksi pernah mendengar langsung dan mendengar cerita tentang
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
= Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi dan
Tergugat jarang pulang;
= Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2020 yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul
kembali;
= Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;
2. Saksi Il (tetangga Penggugat) dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :
= Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi
pernah melihatnya secara langsung;
= Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja;
= Bahwa sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
= Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak
akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat
tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka
Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan
Agama Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada
pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2
huruf b Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara
kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah
hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat
dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat
adalah pada tanggal pada tanggal 22 Juli 2005 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama -,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di -, Kabupaten Tasikmalaya.
Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagai suami istri namun kurang lebih sejak bulan Desember 2019. dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi
nafkah wajib kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama lebih

kurang dua tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun
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batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagamana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah
tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah foto copy akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal
dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki nilai bukti yang lengkap
dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima
dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan
terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini
belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 31 Maret 2023 dan 06 April
2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak
berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak
akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu
Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah
kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak
melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125
ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya
perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti

agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya

dalam persidangan, yaitu Saksi | dan Saksi Il;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwva hukum yang terjadi
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh
keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke
persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan
mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal
alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan,
menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun
dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi
tentang perseilisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan
dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama ...
sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi
menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan
Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan
kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR,
dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172
HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang
saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu
keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalii yang dijadikan alasan
gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan

kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis
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Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena
telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah
sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan #0047#
tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah
beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta’ala dalam Al-Quran Surat
Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan
Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan
kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi
Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat
dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya
kemadaratan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan

dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan
Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba’in shugra dari Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Tasikmalaya Nomor : W10-A6/1877/HK.05/111/2023 tanggal 16 Maret 2023 biaya
perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Tasikmalaya tahun anggaran 2023;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat));

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2023.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Ramadlan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan
Drs. Tatang Sutardi, M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.l.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H. Drs. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.l.

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



